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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PEMILIHAN, TENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang;:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (5), Pasal 33
ayal (3), Pasal 34 ayat {4), Pasal 35 avat (5), Pasal 65 ayat (4), Pasal 89 ayat
(3), Pasal 111 ayat (4), Pasal 114 ayat (4), Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menctapkan Peraturan
Pemerintah  tentang  Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepaia Daerah.

Mengingat :

1.

2.

Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayal (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.,
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian. (Lembaran Negara Republik Indonesia lTahun 1999
Nomor 169, Tammbahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
3890);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tenlang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4168)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang DPartai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138,
Tambahan hembarall Negara Republik Indonesia Nomor 4251).
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 {entang Pemilihan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Nepara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4277).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusvawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (T embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
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(Tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

9. Undang-undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan DPemerintahan Dacrah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NOmor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

10, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tenlara Nasional
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : | PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMILIHAN, PENGFSAHAN

PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAFERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAT.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Pemerintah itu yang dimaksud dengan :

1.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan
adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyal di wilayah provinsi dan/atau
kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk
Provinsi, Bupati dan Wakil Bupali untuk Kabupaten, srta Walikota dan Wakil Walikota
untuk Kota,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur payelenggara pemerintahan daerah.

Daerah pemilihan adalah Provinsi untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan
kabupaten/kota untuk Pemilihann Bupati/ Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikola.
Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau
sudah/ pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilillan,

Komisi Pemilihan Umum Daerah vang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi dan
KPU kabupaten/kota scbagaimana dimaksud dalamm Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk
menyelenggarakan pemilihan di provinsi dan/atau kabupaten/ kota.

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungulan Suara, dan Kelompok Penyelengpara

2
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG
PEMILITLAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN. DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DAERAII DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUIHAN YANG MAHA T[ISA

PRESIDEN REPUBLIK INDGNESIA,

Menimbang; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 ayatl (5), Pasal 33
ayat (3), Pasal 34 ayut (1), Pasal 35 ayal (5), Pasal 65 ayal (4), Pasal 89 ayat
(3), Pasal 111 ayat (4), Pasal 114 avat {4), Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 ientang Pemerintahan Daeral, perlu meneiapkan  Peraturan
Pemerintah  tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan
Pernberhentian Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah.

Mengingal : 1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal i8 ayal (4) dan Pasal 18B ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.,

2.. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1993 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Tembaian Negara Republik Indonesia Nomor
3890);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4168)

4. Undang-undany Nomer 31 Tahun 2002 tentang DPartai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138,
Tambahan hembarall Negara Republik Indonesia Nomor 4251).

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyaf, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4277),

6. Undang-undarg Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan [lerwakilan
'‘Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambabhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389)

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NOmor 126,
Tarabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4439).

MEMUTUSKAN

Menetaphan : | PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMIIIHAN, PENGESAHAN

PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAFL

Tesis

BAB 1
EETENTUAN UMUM

[asal1

Dalam Feraturan Femerintah itu yang dimaksud dengan :

L.

Pemiithan Kepala Daeraht dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan
adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau
kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dare Undang-Tndang Dasir Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubemur dan Wakil Gubernur untuk
Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, ®rta Walikota dan Wakil Walikota
untuk Kota.

Dewan DPerwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutnya disebut DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Daerah pemilihan adalah Provinsi untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan
kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.
Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau
sudah/ pemah kawin yang terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilillan.

Koraisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi dan
KPU kabupaten/kola sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2003 yang diberi wewenang thusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk
menyelenggarakan pemilihan di provinsi dan/atau kabupaten/ kota.

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Peraungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
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(1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan
huruf b, Kepala Daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
kepada Femerintah dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala
Daerah kepada DPRD paling lambat 30 {tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD.

{2) Berdasarkan pemberitahuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a
dan huruf b, KPUD menetapkan :

a. perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan
pelaksanaan pemilihan Kepala Daeraly;

b. pembentukan PPK, PI’S, dan KPPS; dan

¢. pemberitahuan dan pendaflaron pemantau.

(3) Penetapan tata cara dan jadwal waktu tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan KPUD dan disampaikan
kepada DPRD dan Kepala Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah
pemberitahuan DPRD.

(4) Kebutuhan anggaran untuk kegiatan pemilihan disampaikan oleh KPUD kepada
Pemerintah Daerah untuk diproses sesuai dengan mekanisme dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah.

BAT 1L
PENYELENGCARA PEMILIHAN

Fasald

(1) Pemilihan diselenggarakan oleh KPUD.

(2) Dalam memyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD Provinsi
menetapkan KPUD kabupaten/kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan
pemilihan. '

(3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara demokratis
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(4) Dalam pelaksanaan pewmilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPUD berlanggung
jawab kepada DPRD.

Pasal 5

KFUD sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:

a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan;

b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan;

c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan

pemilihan;

d. menetapkan langgal dan tota cara pelaksanaan kampanye; serta pemungutan suara
pemilihan;

¢. menelitl persyaratan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon;

4
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Pasal9

(1) PPK berkeduduvkan di kecamatan.
(2} PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang;

a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS, melakukan rekapitulasi
hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerjanya, membual berita
acara, dan serlifikal hasil penghitungan suara; dan

b, membantu tugas-tugas KPUD dalam melaksanakan pemilihan,

Fasal 10

{1} Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), sebanyak 5(tima) orang berasal
dari tokoh masyarakat yang independen.

(2) Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberbentikan oleh KPUD
kabupaten/kofa atas usul Camat.

(3) Dalam nlelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dibantu oleh
sek-elariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Slpll yang ditunjuk oleh
Camat.

{4) Pegawai sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada avat (3}, adalah pegawai kecamatan
yang jumlahnya sesuai kebuinhan dan kemampuan keuangan.

(5) Kepala Sekretarizt dan personil sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat
dan diberhentikan oleh Camat atas usul PPK.

(6) Tugas PPK dan sckretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berakhir
1{satu) bulan cetelah pemungulan suara

Pasat 11

(1) PPS berkedudukan di desa/kelurahan.
(2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, tnempunyai tugas dan wewenang :

a. melakakan pendaftaran pemilily

b. mengangkat petugas pencatat dan pendatlar;

¢. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;

d. melakukan rckapitulasi hasil penghittmgan suara dari seluruh TPS dalam wuayah
kerjanya dan membuat berita acara dan scridfikal rekapitulasi hasil penghitungan suara;
dan

£, membantu tugas PTK.

(3} Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (i) sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari
tokoh masyarakat yang independcen.

{4) Anggota PP5 sebapgaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh PPK
atas usul Kepala Desa/ Kelurahan.

(5) Dalamn melaksanakan tugas PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh

Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa/Kelurahan.

(6) Pegawai sekretariat PPS scbagaimana dimaksud pada ayat (5), adalah pegawai

Desa/Kelurahan veng jumlahnya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan.

{7) Tugas PI'S dan sekretariat PPS sebagainana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) berakhir
1(satu) bulan selelah pemungutan suara.

6
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meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan Waki! Kepala Daerah yang diusulkan;
menctapkan pasangan calon yang telah memenubt persyaratan

menerima pendaftaran dan ineng imumkan tim kampanyc;

mengumuin kar. laporan suinbangan dana kampan e;

menetapkan hasil rekapitulasi penghilungan  suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihay

meinbentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; dan

m. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudil dana kampanye dan mengumumkan
hasi' audit.

— e e

Pasal 6

KPUD sebagai penyelenggara pemilihan berkewijiban:

a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setary;

b, menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan
penyclenggaraan pemilihan berdasarkan peraluran perundangundangan;

¢. menyempaikan laperan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan
menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;

d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD
berdasarkan undangan,

e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD; dan

f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

Pasal 7

(1) Dalam menyelenggarakan pemilihan, KPUD kabupaten/ kota membentuk PPK, PPS, dan
KPPS.

{2) Pembenlukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) paling lambat 21
(dua puluh satu) hari sejak pemberitahuan DPRI

Pasal 8

KPULD kabupaten/kota sebapai bagian pelaksana tahapan penyelenggara pemilihan
Gubernur/ Wakil Gubernur mempunyat tugas dan wewenang :
a. merencanakan pelaksanaan pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di kabupaten/ kota;
b. melaksanakan pemilihan Gubcrnur dan Wakil Gubernur di kabupaten/ Kota;
c. menetapkan rckapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK dalam wilayah
kerjanya, membuat berita acara, dan sertifikat hasil penghitungan suara;
d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah Kerjanya;
e. mengkoord—nasikan kegiatan patutia pelaksana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
dalam wilayah kerjanya;
. mererima pendaftaran dan mengunmumkan Tim Kampanye Pasangan Calon di
kabupaten/ kota; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KI'UD Provinsi.
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(1) Dalam hal pemilihan Bupati/ Walikota, KFUD kabupaten/kota menetapkan rekapitulasi
jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayai kabupaten/ kota.

(2) Dalam hal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, KPUD Provinsi menetapkan rekapitulas
jumlah pemitih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah provinsi.

Pasal 32

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31,
digunakan sebagai bahan penyusunan kebuiuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilitian
serta pendistribusiannya,

Pasal 33

(1) Setelah daflar pemilih tetap diumtmkan, KPUD melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk
setiap pemilih yang na-nanva tercantum dalam daftar pemilih tetap.

(2) Kartu Pemilih sebagammana dimaksad pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama leugkap
pemilih, tempat/ tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.

(3) Kartu Pemilih scbagainmuna dimaksud pada ayat {1) dan ayal (2), diisi olelh KI'UD
berdasarkan daftar pernilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(4} Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh KPUD berdasarkan format dan spesifikasi
teknds yang ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran
Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 34

(1) PPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Keiua RW mendatangi tempat kediaman pemilih,
untuk menyerahkan Kartu Pemilih.

(2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam membcrikan
suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

(3) Penyerahan Karlu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai
selembat-lambammya 3 (liga) hari sebelum hari dan tanggal pernungutan suara,

Pasal 35

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meningpal dunia, PPS membubuhkan catatan
dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia”.
BABYV .
PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON
V

Bagian Pertama Peserta Pemnilihan
Pasal 36

{1} Pescrta pemilihan adalah pasangan calon yang diusuikan oleh Partai Tolitik atau
Gabungan Partai Poiitik secara berpasangan.

11

Tesis Dinamika Politik Lokal Menjelang Pilkada ... Kunni Zakiyah



Tesis

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

_ea.-

L !\1
\d\‘i: ‘
“'la [l it

PRF’R!I)}"«
REPULLIK NTINNESIA

(2} Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-
kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen)
dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang
bersangkutan.

(3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon
menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari
jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila hasil bagi jumlah kursi
DPRD menghasilkan angka pecahan, maka perolehan 15 % dari jumlah kussi dihitung
dengan pembulatan ke atas.

Pasal 37

(1) Parlai Politik atau Gabungan Partal Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan
calon

(2) Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan dalam 1{salu)
pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ebagaimana dimaksud pada

_. avat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

3) Partai Politik a@u Gabungan Partai Politik sebelum menelapkan pasangan calon wajib
membuka kesempatan yang, seluas-luasaya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi

~syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai takal calon.
Kesempatan yang scluasluasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sejak

- DPRD memberitahukan berakhirnya masa jabaten Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sampai dengan pengumurian pendaftaran pasangan calon.

(5) Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dima ksud pada ayat (3). dilakukan secara
demckratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik.

(6) Dalain Proses pcnetapan pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib
nemperhatikan nendapat dan tanggapan masyarakat.

Pasal 38

(1) Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah adalah Warga Negara Republik,Indonesia
yang memenuhi syarat :

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. cetia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, citacita Proklaniasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara
Kesatuan Republik Indanesia serta Pemerintah;
berpendidikan sekurang-kurang nya sekolah lanjulan tingkat atas dan/ atau sederajat;
berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;

e. schal jasmani clan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari
tim dokter;

f. tidak pemah difatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yanyg lelah
memperoleh kekuatan hukum telap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau lebih;

g. tdak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
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mempceroleh kekuatan hukum tetap;

mengenal daerahnya clan dikenal oleh masyarakar di daerahnya;

menyerahkan daflar kekayaan pribadi dan bersadia untuk diumumkan;

tidak sedanp memifiki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan

hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;

tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusar pengadilan yang telah memperoleh
kekuatarn hukum tetap:

tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

remiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP
wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;

menverahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayal
pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;

belum pemah menjabat sebagai Kepala Daerah alau Wakil Kepala Daerah selama 2
{dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan

t‘dak dalam status sebagai Perjabat Kepala Dacrah,

(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada avat (1), meliputi:

.

& an

1.

surat pemyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukli
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf &, lruf
h, huref 1, dan huruf n;

surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim
Femeriksa yang ditetapkan oleh KPUD, sebagai bLukii pemenuhan syarat calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufe;

surat kelerangan bertempat tinggal dalam wilayah Negara

Kesatuar. Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa yanyg wilayah kenanya meliputi

tempat tinggal calon;

surat tanda terima laporan kekayaan calon, dari instans: yang berwerang, memeriksa
laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) horuf i;

surat keterangan Llidak sedeng memiliki tanggunpan utang secara perseorangan
dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan
keuangan nzgara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon, scbagai bukt pemenuhan syaral cafou sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurutj;

surat keterangan tidak sedang dinya takan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dari
Pengadilan Niaga yang wilayah hukcmnva meliputi tempat tinggal calon, sebapai buktd
pemenuhan syarat calon sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) huruf k;

surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan
yvang lelah barkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g;

surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuctan tercela yang dilampiri dengan
hasil tes narkoba yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditetapkan oleh
KPUD, sebagai bukti pemenuban syarat calon scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf1;

fotokopi kartu Nomor Pokok Wajit Pajak (NPWP) atas name calon, tandz terima
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penyampaian Surat Pemberitahuan l'ahunan Tajak Penghasilan Wajib Pajak Orang
Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi
wajib pajak, clan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelaya nan
Pajak (KI’P) tempat calon yany, bersangkutan terdahar, sebagai bukti pemenuhan syarat
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf my;

k. daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangara oleh calon dan ditandatangani
pula oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang, bergabung,
sebagai bukti pemenuhan syarat calon scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n;

| surat keterangan tidak pernah dikukum perjara karena melakukan tindak pidana makar
berdasarkan putusan pengaditan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari
Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai
bukti pemenuhan syaral calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

m. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTT);

n. fotokopi ijazah yans telah dilegalisir olehr pihak yang berwenang, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu ruf ¢;

0. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang
wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat
calon sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf f;

p. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala
Dacrah selama 2 {dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf o;

g surat pernyataan tidak dalam status scbagai Penjabat Kepala Daerah, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf p; dan q.

r. pas folo calon ukuran 4 cm x 6 cin berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empal}
lembar.

Fasal 39

(1) Pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani sebagaimana dimaksued daiam Pasal
38 ayat (1) huruf e dilakukan oleh Tim Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumalk
sakit yang dilunjuk eleh KPUD.

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oieh Tim Pemeriksa
Khusus kepada KPUD sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon.

pasal 40

(1) Kepala Daerah dar/atau Wakil kepala Daerah yang dicalonkan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai I'olitik menjadi calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah di
daerah lain, wajib mengundurkan diri dari jabatannya scjak saat pendaftaran oleh Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik.

(2) Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang dicalonkan deh Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Gubernur atau Wakil Gubernur wajib
mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran.

(3) Penjabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala
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Daerah.

(4) Anggota KPUD dan Anggota Panitia Pengawas yang dicalonkan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, wajib
mengundurkan diri dari keangpotaan KPUD dan Anggota Panitia Pengawas sejak
pemberitahuan berakhirmya masa jabatan Kepala Dacrah dari DPRD kepada KPUD.

Bagian Kedua
Pendaftaran Pasangan Calon

Pasal 41

(1) Partai Politik atau Gabungan Fartai Politik mendaliarkan pasangan calon Kepala Dlaerah
dan Wakil Kepala Daerah kepada KPUD selama masa peridaftaran.

(2) Masa pendaftaran pasangan calon scbagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7
(tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.

Pasal 42

(1) Partai Poliik atay Gabungan Partai Politik dalan mendaftarkan Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, wajib menyerahkan surat pencalonan yang
ditandatangani oleh Pimpinan Fartai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang
bergabung di daerah pemilihan, v

(2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (i), dilampiri dengan:

a.

b.

=

kesepakatan tertulis antar 1'artai Politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan

calon;

surat pernyalaan tidak akan menarik pencalonar atas pasangan calon yang dicalonkan

clan ditandatangaru oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang,

bergabung;

surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil

Kepala [Daerah secara berpasangan;

sural pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;

surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya, apabila terpilih

menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangary

surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari

Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian

Negara Repablik Indonesia;

surat pemyataan tidak aktif dari jabatannya bagi Pimpinan DPRD tempat yang

bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;

surat pemberitahuan kepadu pimpinar bagi anggota DPR, DPD, clan DPRD yang

mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah clan Wakii Kepala Daerah;

kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38;

naskak. visi, misi, dan program dari pasangan calon secara lertulis; dan

keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengatur mekanisme
14
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penyaringan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah yang dilengkapi
berita acara proses penyaringan.
(3) Pada saat pendaftaran pasangan calon, Partai Polilik atau  Gabungan Partai  Politik
merdafiarkan Tim Kampanye.
(4) Pasangan caton yang didaftarkan scbagaimana dimaksud pada ayat (1}, harus hadir pada
saat pendaftaran.
(5) KPUD memberikan tanda tcrima kepada Partai Politik atau Gabungan Parlai Politik yang
mendaitarkan Pasangan Calon dan Tim Kanpanye.

Bagian Kedga
Penelitian Pasangan Calon

Pasal 43

(1) KPUD melakukan penelitian lerhadap surat percalonan beserta lampirannya sebagaimana
dimaksud dalan Pasal 38, dan Pasal 42.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melipuli penelitian kelengkapan dan
keabsahan administrasi pencalonan, serta kiarifikasi pada instansi yang berwenang
memberikan surat keteranigan.

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat,(2), diusnumkan kepada masyarakat.

(4) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada KFUT} mengenai hasi! penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Masukan masy.rakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4}, wajib_diproses dan dihndak
lanjuti KPUD.

Pasal 44

KPLD memberitahukan sccara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan I"asangan Calen, paling lambat 7
(tujuh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran.

Pasal 45

M1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasangan
Calen belum memenuhi syarat calon atau ditoiak oleh KPUD, Partai Politik atau Gabungan
Partai Politk yang bersangkutan diberi kesempalan untuk melengkapi dan/atau
memperbaiki surat pencalonan beserta la rapirannya atau mengajukan calon baru.

(2) Kesempatan untuk melengkapi dan/alau memperbaiki surat pencalonan beserta
lampirannya atau mengajukan calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
lambat 7 (fujuh) haii terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil perelitian.

Pasal 46

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib
melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang
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berdasarkan hasil penelitian dinilai tidax lenghap ateu tidak sah.

{2) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Polilik mengajukan pasangan calon baru,
Parlai Politik ztau Gabungan Partai Polilik yang bersangkutan menyampaikan surat
pencalonan beserta lampiranaya sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 38 dan Pasal 42.

Pasal 47

(1) KPUD melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

(2) Apabila berdasarkan hasil penelilian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan
calon dinilai tidak memenuhd syarat dan diwlak oleh KPUD, Partai Politik atzu Gabungan
Partal Politik tidak dapat lagi mengaji.kan pasangan calon.

(3) KPUD memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) kepada Parlai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.

(4) Janpka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat (3), paling lambat 7 (tujuh) hari,

Pasal 48

(1) Apabila salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sampai dengan 7(iujuh)
hari sebelum penetapan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
bersangkulan diberi kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon pengganti.

(2) Partai Politik atau CGabungan Partai Politk sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyampaikan kepada KPUD surat pencalonan beserta lampirannya, paling lambat 3 (tiga}
hari terhitung sejak salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap.

[asal 49

(1) KI'UD mwelakukan penclitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

{2} Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasangan
calon pengganti dindlai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.

(3) KPUD memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dan ayat (2) kepada Partai Politik atau Gabuiigan Partai Politik yang bersangkutan.

(4) Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), paling lambat 3 (tiga) hari.

Bagian Keempat
Penetapan dan Pengumuman Fasangan Calon

Pasal 50

(1) Berdasarkan hasil pcnelitian, KPUD menetapkan nama-nama pasangan calon yang
memenuhd.svarat sebagai peserta pemilihan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon
yang dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon.

(7
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(2) Dalam hal tidak tcrpenuhi 2 (dua) pasang calon sebagaimana dimaksud mda ayat (1),
KPUD rnengembalikan kepada partai politik atau gabungan partai poliik yang
mencalonkan dan partai politik atau gabungan partai politilk yang memenuhi persyaratan
mengajukan kembali pasangan calon hingga terpenuii sekurangkurangriya 2 (dua)
pasangan calon, .

Pazal 51

(1) KPUD mengumumkan secara luas melalui media masa dan/atau papan pengumuman
tentang nama pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari sctelah berakhirnya jangka waktu penclitian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

(2) Segera setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penentuan
nomor urit masing-masing pasangan calon melalui undian sccara terbuka di kantor
KPUD.

(3) Undian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihadiri
olch pasangan calon dan Partai Polirik atau Gabungan Partai Polifik yang mengusulkan
pasangan calon.

(4} Nemor urut dan nama pasangan calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar
pasangan calon dan dituangkan dalain berita acara penetapan pasangan calon oleh KPUD.

(5) Pengumuman sgbagaunana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 52

(1) Selelah pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1),
Partai Politik atau Gabungan Partai Poiitik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan
calonnya dan pasangan calon atau sakh seorang dari pasangan calon dilarang
mengundurkan dirs,

2) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau
pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri, tidak
dapal mengusulkan pasangan calon pergganti.

(3) Pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dinvatakan gugur sebagai peserta pemilihan clan diberitahukan kepada
Partai Pelitik dan Gabungan Partai Politik yang mencalonkan dan diumumkan kepada
masyarakat.

(4) Pasangan calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak
mengubah nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan.

Pagal 53

(1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penctapan calon
sampai pada saat dimulainya hari kampanye, artai Politik alau Gabungan Partai Politik
yang pasangan calonnya herhalanzan tetap dapat mengusulkan pasangan calon pengganti
paling lambiat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPUD melakukan
venelitian persvaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling
lambat 4 {empat) hari sejak pasangan calon pengganti didattarkan.

18
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(2) Dalam hal salah stu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya
kampanye sampai hari pemurgutan suara dan masih terdapat 2 {dua) pasangan calon atau
lebih, tahapan pelaksariaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. dilanjutkan
dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.

(3) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saal dimulainya
kampanye sampai hari pemungu*an suara schingga jumlah pasangan calon kurang dari 2
(dua) pasangan, tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hati den Partai Politik atau Gabungan Pariai Polilik
yang pasangan calonnya berhalangan tetap menyusulkan pasangan calon pengganti paling
fambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan XPUD melakukan
penclitian persyaratan administrast dan menetapkan pasangan calon pengganti paling
lambat 4 (empat) hari sejok pasangan calon pengganti didaftarkan.

DAB VI
KAMPANYE

Ragian Pertama
Pelaksanaan Kampanye

Pasal 54

(1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan.

(2) Penyzlenggaraan kampanye bagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan d seluruh
wilayah Provinei untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan diseluruh wilayah
kabupaten/ kota untuk pemilthan Bupati,/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota.

(3) Kampanye sebapgaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan olch tim kampanye yang
dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Folitik atau Gabungan Pariai Politik
yang mengusulkan pasangan calon.

(4) Tim kampanye schugaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk sccara berjenjang di
provinsi/ kabupaten/kota bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan
kabupaten/kota dan kecamatan bagi pasangar calon Bupati/Wakil Bupaii clan
Walikota/ Wakil Walikota.

(5) Penunggung jawab kampanyc sebagaimana dimaksud pada ayal (3), adalah pasangan
calon yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye.

(6) Dalam kampanye sebagaimana d:maksud pada ayat (1), rakyat mempunyai kebebasan
menghadiri kampanye.

Pasal 55

(1) Kampanye dilakukan selama 14 {empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hart sebelurn hari
dan tanggal perungutan suara.

(2) Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), adalah merupakan masa tenang.

(3) jadwal pelakscnaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh
KPUD dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.

(4) Hari pertama kampanye dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan acara
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Tesis Dinamika Politik Lokal Menjelang Pilkada ... Kunni Zakiyah

A Ztny,
AT



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

L P W

pey WL

kgt -
i

PRESIIIEN
REPUBLIK eNDONESLA

Ayat (3)
Cukupielas
Ayat (1)
Cukupielas
Ayat (5

Yang dimaksud dengan mekanisme yang demokiatis dan transparan adalah
mekanisire yang berlaku dalam partai politik dan gabungan partai politik yang
mencalonkan dan proses penyelenggaraan serta kepulusannya dapat diakses
oleh publik.

Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 38
Avat (1}

Huruf a
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dinyalakan dengan surat
pernyataan di atas kertas segel atan bermaterai cukup.
Huruf b

Setia kepada Fancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1943 dan citacita Proklamasi 17 Agustus 1945, yang
dibuktikan dengan surat pernyalaan di atas kertas segel atau bermaterat cukup.

Hurufc ,
Berpendidikan sekurang-knrangnya SLTA/sederajat yang dibukbtikan ijazah
pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan fjazah ferakhir yang
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,

Huruf d
Berusia sekurang-kurangnya 30 {tiga puluh} tahun pada saat pendaftaran yang
dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir.

Hurufe
Sehat jasmani dan rohani, vang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari
Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan kesehalan secara
menyeluruh untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah.

Huruf {
Tidak pemah dihukum penjara karena melakukan lindak pidana yang diancam
dengan hukuman penjara sckurang-kurangnya 5 (lima) tahun berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempercleh kekuatan hukum tetap, yang
dibuktikan dengan Surat Keterangar Fetua Pengadilan Negeri.

Hurvf g _
Tidak sedang dicabut hak pilihnya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan
dari Xetua Pengadilan Negert,

Huruf h
Mengenal daerahnya dan dikenal oieh masyarakat di daerahnya, dalam
ketenluan ind tidak dimaksudkan harus dengan memiliki kartu tanda penduduk
daerah yang bersangkutan.

Hurafi

Menyerankan daftar kekayaan pribadi dan bersedia mengumumkan daftar
kekayaan pribadi melalui media massa yang ada di daerah sctempat, yang
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dibubtikan dengan surat pernyataan di atas kertas segel dan atau surat
keierangan.
Huruf |
Cukupijelas
Huruf k
Cukuyp jelas
Huruf I
Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dalam ketentuan ini adalah tidak
pernah melakukan perbuatan yvang bertentangan dengan norma agama, norma
kesusilaan, dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pccandu narkoba,
dan zina yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepolisian.
[Turuf m
Cukup jelas
Luruf n
Daftar riwayat hidup dalam ketentuan ini dibuat dengan sejujurjujumya dan
dapat dipcrtanbgungjawabkan kebenaratuiya.
Huruf o
Bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat dua kali masa jabatan di
daerah yang sama atau dacrah lain dan perhilungan dua kali masa jabaian
dihitung sejak saal pelantikan.
[Huraftp
Cukup Jelas
Avat (2)
Huruf a
Cuknpijelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukupjelas
Huruf d
Bahwa laporan kekayaan yanp kepada Komisi Pemberantasan laporan dibuat
cleh pesangan calon ditaporkan Korupsi dengan meminta landa terima
Hurufe
Cukup Jelas
Huruf f
Cuxup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huritf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Hurut §
Cukup Jelas
[Turuf k
Cukup Jelas
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(1) Berdasarkan pemberitahuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan
huruf b, Kepala Daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
kepada Pemerintah dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala
Daerah kepada DPRD paling lambat 30 {tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD.

(2) Berdasarkan pemberitahuan DPRD sebagaimana dimaksud da lam Pasal 2 ayat (1} huruf a
dan huruf b, KPUD menetapkan:

a. perencanaan penyelenggaraan, meliputi penelapan tata cara dan jadwal tahapan
pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah;

b.  pembentukan PPK, PPS, dan KPT'S; dan

¢. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

(3) Penetapan tata cara dan jadwal waktu tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayal (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan KPUD dan disampaikan
kepada DPRD dan Kepala Daerah selambat-lambamya 14 (empat belas) hari setelah
pemberitahuan DPRD.

(4) Kebutuhan anggaran untuk kegiatan pemilihan disampaikan eoleh KPUD kepada
Pemerintah Daerah untuk diproses sesuai dengan mekanisme dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah

BAB IIE
PENYELENGGARA PEMILIHAN

Pasal 4

{1) Pemilihan diselenggarakan aleh KPUD.

(2) Dalam memyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KFUD Provinsi
menetapkan KPUD kabupaten/kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan
pemilihan.

{3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada avat (1), dilaksanakan secara demokratis
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

{4) Nalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPUD bertanggung
jawab kepada DIPRD.

Pasal5

KPUD sebagai penyclenggara pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:

a. merencanakan pcnyelenggaraan pemilihan;

b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan;

c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan
pemilihan;

d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye; serta pemungulan suara
pemilihan;

e. menelili persyaratan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusutkan calon;

A
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Pasal 9

(1) PPK berkedudukan di kecamatan.
(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang:

a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS, melakukan rekapitulasi
hasil penghitungan suara dari scluruh PPS dalam wilayah kerjanya, membuat berita
acara, dan sertifikat hasil penghitungan suara; dan

b. membantu tugas-tugas KPUD dalam melaksanakan pemilihan,

Pasal 10

(1) Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), sebanyak 5(lima) orang berasal
dari tokoh masyarakat yang independen,

(2) Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh KPUL
kabupaten/ kota atas usul Camat.

(3} Dalam nlelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dibantu oleh
sckretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh
Camat.

(4) Pegawai sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, adalah pegawai kecamatan
yang jumlahnya sesuai kebuiuhan dan kemampuan keuangar

(5) Kepala Sekretariat dan personil sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat
dan diberhentikan oleh Camal atas usul PPK.

(6) Tugas PPK dan sekrelariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3} herakhir
1(satu) bulan setelah pemungutan suara.

Pasal 11

(1) PPS berkedudukan di desa/kelurahan
(2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ilnempunyai tugas dan wewenang :

a. melakukan pendaftaran pernilib;

b. mengangkat petugas pencatat dan pendaftar;

¢. menyampaikan daftar pemilib kepada PPK;

d. melakukan rckapitulasi hasil penghitimgan suara dari seluruh TPS dalam wilayah
kerjanya dan membuat berita acara dan scrtifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
dan

e. membantu gas PPK.

(3) Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada avat (1) sebanyak 3 (liga) orang berasal dari
tokoh masyarakat yang independen.

{(4) Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan dlberhentnkan oleh PPK
atas usul Kepala Desa/Kelurahan

(5) PDalam melaksanakan tugas PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh

Sckretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa/Kelurahan.

{6) Pegawai sekretariat PPS scbagaimana dimaksud pada ayat (5), adalah pegawai

Desa/Kelurahan yang jumiahnya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan.

{7) Tugas PPS dan sckretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) berakhir
1(satu} bulan sctelah pemungutan suara.
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meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang divsulkan;
menctapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
menguimumkan laporan sumbangan dana kampanye;
menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
membentuk PPX, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; dan

. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanyc dan mengumumkan
hasil andit.

= Bl it = R

Pasale

KPUD sebagai penyvelenggara pemilihan berkewajiban:

a. memperlakukan pasangan calon sccara adil dan selara;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangary

¢. menyampaikan laporan kepada DFRD untuk setiap lahap pelaksanaan pemilihan dan
menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;

d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD
berdasarkan undangan;

e. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD; dan

f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waklu.

Pasal 7

(1) Dalam menyelenggarakan pemilihan, KPUD kabupaten/kota membentuk PPK, PT'S, dan
KPPS.

(2) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 21
{dua puluh satu) hari sejak pemberitahuan DPRD.

Pasal 8

KPUD kabupaten/kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggara pemilihan
Gubernur/ Wakil Gubernur mempunyai lugas dan wewenang :
a. merencanakan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di kabupaten/kota;
b. melaksanakan pemilihan Gubcmur dan Wakil Gubernur di kabupaten/ Kota;
c. menetapkan rckapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK dalam wilayah
kerjanya, membuat berita acara, dan sertifikat hasil penghitungan suara;
d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
e. mengkoord~nasikan kegialan patutia pelaksana pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur
dalam wilayah kerjanya;
f.  menerima pendaftaran dan mengunmumkan Tim Kampanye Pasangan Calon di
kabupaten/kota; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPUD Provinsi
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(1) Dalam hal pemilihan Bupali/ Walikota, KPUD kabupaten/kota menetapkan rekapitulasi
jumlah pemilih terdaftar dan jumiah TPS dalam wilayah kabupaten/ kota.

(2) Dalam hal pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, KPUD Provinsi menetapkan rckapitulasi
jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah provinsi,

Pasal 32

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31,
digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan
scrta pendistribusiammya.

Pasal 33

(1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, KPUD melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk
setiap pemilih yang namanya tercantwin dalam daftar pemilih tetap.

(2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap
pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.

(3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat {2), diisi oleh KPUD
berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(4) Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh KPUD berdasarkan format dan spesifikasi
teknis yang ditetapkan dan merupakan bagian yang lidak terpisahkan dari lampiran
Peraturan Pemerintah ini.

PPasal 34

(1) PPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW mendatangi tempat kediaman pemilih,
untuk menyerahkan Kartu Pemilih.

(2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam membcrikan
suara pada hari dan tanpgal pemungutan suara.

(3) Penverahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai
selambat-lambatmya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pernungutan suara.

Pasal 35

Daftar pemilih tetap vang sudah disahkan oleh PPS sebapaimana dimaksud dalam Pasal 26
tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan
dalam daftar pemilih telap pada kolom keterangan "meninggal dunia",

BABV
PENDAFTARAN DAN PENETAFAN PASANGAN CAyN

Bagian Pertama Pesecrta Pemilihan
Pasal 36

(1) Pescrta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau
Gabungan Pariai Politik secara berpasangan,
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(2) Partai Polilik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
mendaflarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-
kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumiah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen)
dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DFRD di daerah yang
bersangkutan,

(3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon
menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari
jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila hasil bagi jumlah kursi
DPRD menghasilkan angka pecahan, maka perolehan 15 % dari jumlah kursi dihifung
dengan pembulatan ke atas.

Pasal 37

(1) Partai Politik alau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan
calon.

{2) Calon Kcpala Daerah dan Wakil Kepala Daersh yang tclah diusulkan dalam 1(satu)
pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ebagairnana dimaksud pada

. avat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib
membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan vang memenuhi

~(syaral untuk dilakukan penyaringan schagai bakal calon.

@)Kesempatan vang seluas-luasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sejak
~" DPRD memberitahukan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sampai dengan pengumuman pendaftaran pasangan calon.

(5) Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara
demokralis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik.

(6) Dalam Proses penetapan pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib
memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Pasal 38

{1} Calon Kepala Daerah dan Wakii Kepala Dacrah adalah Warga Negara Republik, Indonesia
vang memenuhi syarat :

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, citacita Proklaniasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara
Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
berpendidikan sekurang-kurang nya sekolah lanjutan tingkat atas dan/alau sederajat;

. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;

e. schat jasmani clan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari
tim dokter;

f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan pufusan pengadilan yang felah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau lebih;

g tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
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memperoleh kekuatan hukum tetap;

. mengenal daerahnya clan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;

menyerahkan daflar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkarn;

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan

hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;

tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempercleh
kekuatan hukum tetap;

tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP

wajib mempunyai bukii pembayaran pajak;

menyerahkan daftar riwavat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat
pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;

belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2
(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan

tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.

{2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

.

&> pn

surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani olch calon sendiri, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf
h, huruf 1, dan hurufn;

surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim
Pemeriksa yang ditetapkan oleh KPUD, sebagai bukti pemenuhan syarat calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;

surat keterangan berlempat tinggal dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia, dari l.urah/Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi

tempat tinggal calon;

surat tanda terima laporan kekayaan calon, dari instansi yang berwenang memeriksa
laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;

surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan
dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan
kenangan negara, dari Pengadilan Negeri vang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat
1) hurufj;

iurat ketérangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dari
Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnva meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;

surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan
vang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukii pemenuhan syarat calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g;

surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan
hasil tes narkoba yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditetapkan oleh
KPUD, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf 1;

fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima
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penyampaian Surat Pemberitahvan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang
Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi
wajib pajak, clan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) tempat calon vang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m;

k. daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangaru oleh calon dan ditardatangani
pula oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung,
sebagai bukti pemenuhan syarat calon schbagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf n;\/

L surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari
Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai
bukti pemenuhan syarat valon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

m. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

n. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢;

0. surat keterangan tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang
wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, scbagai bukti pemenuhan syarat
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;

p. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala
Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf o;

q. surat pernyataan lidak dalam status sebagai Penmjabal Kepala Daerah, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf p; dan g.

t. pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-rnasing 4 (empat)
lembar.

Pasal 39

(1) Pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 ayat (1) huruf e dilakukan oleh Tim Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah
sakit yang ditunjuk oleh KPUD.

{2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Pemeriksa
Khusus kepada KPUD sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon.

pasal 40

(1) Kepala Daerah dan/atau Wakil kepala Daerah yang dicalonkan oleh Parlai Politik atau
Gabungan Partai Politik menjadi calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah di
daerah lain, wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran oleh Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik,

(2) Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang dicalonkan deh Partai Politik
atau Gabungan Partai Politk menjadi calon Gubernur atau Wakil Gubernur wajib
mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran.

(3) Penjabat Kepala Daerah fidak dapal menjadi calon Kepala Dacrah atau Wakil Kepala
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Daerah.

(4) Anggota KPUD dan Anggota Panitia Pengawas yang dicalonkan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Dacrah, wajib
mengundurkan diri dari keanggotaan KPUD dan Anggota Panitia Pengawas sejak
pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dari DPRD kepada KPUD.

Bagian Kedua
Pendaftaran Pasangan Calon

Pasal 41

(1) Partai Politik atau Gabungan Fartai Politik mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah kepada KPUD selama masa pendaftaran.

(2) Masa pendaftaran pasangan calon scbagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7
(tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.

Tasal 42

(1) Partai Politk aten Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan DPasangan Calon
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 41, wajib menyerahkan surat pencalonan yang
ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan DPartai Politik yang
bergabung di dacrah pemilihan. v

(2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:

a. kesepakatan tertulis antar 1'artai Politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan
calory;

b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang dicalonkan
clan ditandalangaru oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang
bergabung;

c. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah secara berpasangan;

d. surat pemyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;

¢. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya, apabila terpilih
menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

f. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari
Pepawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia;

g. surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi Pimpinan DFRD tempat yang
bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;

h. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, clan DPRD yang
mencalonkan dir sebagai calon Kepala Daerah clan Wakil Kepala Daerahy;

i kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38;

naskah visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis; dan

k. keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengatur mekanisme
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penvaringan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilengkapi
berita acara proses penyaringan.
(3) Pada saat pendaftaran pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
mendaftarkan Tim Kampanye.
(4) Pasangan calon yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus hadir pada
saat pendaftaran,
(5) KPUD memberikan tanda terima kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang,
mendaftarkan Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

Bagian Ketiga
Penelitian Pasangan Calon
Pasal 43

(1) KPUD melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirarmiya scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 38, dan Pasal 42.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayai (1), meliputi penelitian kelengkapan dan

keabsahan administrasi pencalonan, serta Karifikasi pada instansi yang berwenang
memberikan surat keterangan.

{3) Hasil penclitian sebagaimana dimaksud pada ayal,(2), diumumkan kepada masyarakat.

(4) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada KPUD mengenai hasil penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib_diproses dan.ditindak
lanjuti KPUD.

Pasal 44
KPUD memberitahukan secara tertulis hasil penelitian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 43
kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon, paling lambat 7
(tujuh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran.

Pasal 45

1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasangan

Calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak oleh KPUD, Partai Politik atau Gabungan
Partai Tolittk yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau
memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru.

(2) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta
lampirannya atau mengajukan calon baru sebagaimana dimaksud pada ayai (1), paling
lambat 7 {tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.

Pasal 46

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam jangka waktu 7 {tujuh) hari wajib
melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan bescrta lampirannya yang
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berdasarkan hasil penelitian dinilai lidak lengkap atau tidak sah.

(2} Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan pasangan calon baru,
Partai Politik atau Gabungan DPartai Politk yang bersangkutan menyampaikan surat
pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 38 dan Pasal 42.

Pasal 47

(1) KPUD melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

(2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan
calon dinilai tidak memeniihi syarat dan ditolak oleh KPUD, Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik Hdak dapat lagi mengajukan pasangan calon.

(3) KI'UD memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) kepada Partai Polilik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.

(4) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara terfulis hasil peneliian ulang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), paling lambat 7 (tujuh} hari.

Pasal 48

(1) Apabila salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sampai dengan 7(tujuh)
hari sebelum penetapan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon pengganti.

(2) Partai Poliik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyampaikan kepada KPUD surat pencalonan beserta lampirannya, paling lambat 3 (tiga)
hari terhitung sejak salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap.

Pasal 49

(1) KPUD melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

(2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasangan
calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KI'UD, Partai Politik atau
(Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.

{3) KPUD memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2} kepada Parlai Politik atau Gabuiigan Partai Politik yang bersangkutan.

(4) Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan permnberitahuan secara tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), paling lJambat 3 (tiga) hari.

Bagian Keempat
Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon

Pasal 50

(1) Berdasarkan hasil penelitian, KPUD menetapkan nama-nama pasangan calon yang
memenuht.syarat sebagai peserta pemilihan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon
yang dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon.
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(2) Dalam hal tidak tcrpenuhi 2 (dua) pasang calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
KPUD rnengembalikan kepada partai politik atau gabungan partei poliik yang
mencalonkan dan partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan
mengajukan kembali pasangan calon hingga terpenuhi sekurangkurangriya 2 (dua)
pasangan calon.

Pasal 51

(1) KPUD mengumumkan secara luas melalui media masa dan/atau papan pengumuman
tentang nama pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhimya jangka waktu penelitian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

(2) Segera setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penentuan
nomor urut masing-masing pasangan calon melalui undian secara terbuka di kantor
KPUD,

(3) Undian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihadiri
oleh pasangan calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan
pasangan calon. ‘

(4) Nomor urut dan nama pasangan calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar
pasangan calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon oleh KPUD,

(5) Pengumuman sebagaunana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

FPasal 52

(1) Setelah pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1),
Partai Politik atau Gabungan Partai Poiitik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan
calonnya dan pasangan calon atau salh seorang dari pasangan calon dilarang
mengundurkan diri

(2) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atan
pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri, tidak
dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.

{3) Pasangan calon dari Partai Politik atan Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dinyatakan gugur sebagai peserta pemilihan clan dibcritahukan kepada
Partai Politik dan Gabungan Pariai Polittk yang mencalonkan dan diumumbkan kepada
masyarakat.

(4) Pasangan calon vang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak
mengubah nomor urut pasangan calon vang telah ditetapkan

Pasal 53

(1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan calon
sampai pada saat dimulainya hari kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
yang pasangan calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon pengganti
paling lambal 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPUD melakukan
penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling
lambat 4 {empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.
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(2) Dalam hal salah atu calon atau pasangan calon herhalarigan tetap pada saat dimulainya
kampanyc sampai hari pemungutan suara dan mesih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau
lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilanjutkan
dan pasangan calon vang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.

(3) Dalam hal salali satu calon atau pasangan calon berhalaugan tetap pada saal dimuiainya
kampanye sampai hari pemungutan suara schirgga jumlah pasangan calon kurang dari 2
{(dua) pasangan, tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan Partaj Politik atau Gabungan Partai Politik
vang pasangan caionnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling
larabat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPUD melakukan
penelitian persyaratan adminisirasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling
lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan

BAB VI
KAMPANYE

Bagian Pertama
Pulaksanaan Kampanye

Pasal 54

(1) Kampanye dilaksanakan scbagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan

(2) Penyelenggaraan kampanye ®bapaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di seluruh
wilayah Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan diseluruh wilayah
xabupaten/kota untuk pemilihan Bupati/ Wakil Bupati dan Walikola/ Wakil Walikota.

(3) Kampanye scbagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh tim kampanye yang
dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
yang mengusulkan pasangan calon.

(4) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapal dibentuk sccara berjenjang di
provinsi/kabupaten/kota bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan
kabupaten/kota dan kecamatan bagi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan
Walikota/ Wakil Walikota.

(5) Penanggung jawab kampanye sebagaimona dimaksud pada ayat (3), adalah pasangan
calon yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye.

{6) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rakyat mempunyai kebebasan
menghadiri kampanye.

Pasal 55

(1) Kanipanye dilakukan selama 14 (empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari
dan tanggal pemungutan suara,

(2) Wakiu 3 (tige} hari sebelwn hari dan tangga! pemungutan suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), adalah merupakan masa tcnang.

(3) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletapkan oleh
KPUD dengan memperhotikan usul dari pasangan calon.

{4) Hari pertama kampanye dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan acara
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Avat (3)
Cukupjelas
Avat (4}
Cuknpielas
Avyat (3}
Yang dimaksud dengan mckanisme yang demokratis dan transparan adalah
mekanisme yang berirku dalam nartai politik dan gabungan partai politik yang
mencalonkan dan proses penyelenggaraan serta keputusinnya dapat diakses
oleh publik.
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1}
Muruf a :
Bertakewa kepada Tuhan Yang Maha Esa, vang dinyatakan dengan surat
pernvataan di atas kerias sege! atau bermaterai cukup.
Huruf b
Setiz. kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1945 dan cita<ila Proklamasi 17 Agustus 1945, yang,
Jibuktikan dengan surat perryataan Gi atas kertas segel atau bermaterai cukup.
Hurufec ,
Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA/sederajat yang dibuktikan ijazah
pendidikan formal dan tingkst .dasar sainpai dengan ijazah terakhir yang
dilegaiisir oleh pejabal yang terwenang,.
Huruf &
Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahuin pada saat pendaftaran yang
dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir.
Hurufe
Sehet jasmani dan rohami, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari
Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara
menyeiuruh untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Dacrah.
Hurul f
Tidak permnah dihukum peniara karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan hukuman penjara sekurang-kuranguya 5 (lima) tahun berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang
dibuktikan dengan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri.
Huruf ¢ '
Tidak sedang dicabut hak pilihnya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan
dari Ketua Pengadilan Negeri.
Huruf h
Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya, dalam
ketentuan ini tidak dimaksudkan harus dengan memiliki kartu tanda penduduk
daerah yang bersangkutan,
Hurufi
Meayerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia mengumumkan daftar
kekayaan pribadi melalui media massa yang ada di daerah setempai, yang
60
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dibuktikan dengan surat perayataan di atas kertas segel dan atau surat
keierangan.
Huruf
Cukup jelas
Hurufk
Cukup jelas
Hurut
Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dalam ketentuan ini adalah lidak
pernah melakukan perbuatan vang bertentangan dengan norma agama, norma
kesusilaan, dan norma adatl antara lain seperti judi, mabuk, pccandu narkoba,
dan zina yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepolisian.
Huruf m
Cukup jelas
duruf n
Daftar riwayat hidup dalam ketentuan ini dibuat dengan sejujurjujurnya dan
dapat dipcrlanbgungjawabkan kebenaratuiya.
Huruf o
Bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat dua kali masa jabalan di
dacrah yang sama atau daerah lain dan pertitungan dua kali masa jabatan
dihitung sejak saat pelantikan.
Hurufp |
Cukup Jelas

Avyat (2)

Iuruf a
Cukuy'jelas
Huruf b
Cukup jelas
Fluruf ¢
Cukupjelas -
Huruf d
Bahwa laporan kekayaan yang kepada Komisi Pemberantasan laporan dibuat
oleh pasangan calon dilaporkan Korupsi dengan imeminta tanda terima
Hurufe
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Hurufj
Cukup Jelas
Huruf k
Cukup Jelas
61
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o~ DEWAN-PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRAS! INDONESIA PERJUANGAN

{ DPP - PDI PERJUANGAN )

Jokata, 27 Maret 2005

/1/ | A~ 1017 ANDPP! W1 12005 ' Yth. DPC PDI PERJUANGAN
. Lampiran” : ffy, } KABUPATEN JEMBER
Perinal, , . REKOMENDASI di
WW Jember
Merdeka I}

Memperhatikan surat DPD PD! Perjuangan Provinsi Jawa Timur Nomor : £86/IN/ODPDAII2005 tanggal
16 Maret 2005 perihal rekomendasi dan berita acara Rakercabsus PDI Perjuangan Kabupaten Jember
dalam rangka penyarirgan bakal calon Bupaii dan Waki) Bupati Jember pada tanggal 20 Februar
2005, maka dengan ini kami.menegaskan sebagai berikut;

1. Setelah mempelgjari perkembangan PDI Perjuangan di wilayah Kabupaten Jember dan demi
kepentingan Partal secaia umum, maka dengan iri DPP PDi Perjuangan menetapkan untuk
merekomendasikan Sdr. Ir. MZA. Djalal, M.Si untuk dijadikan calon Bupati Jember dan Sdr.
KUSEN ANDALAS, S.IP untuk dijadikan calon Wakil Bupati Jember masa bhakti 2005 ~ 2010
yang diajukan dari PDI Perjuangan. - :

2. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember diinstruksikan unfuk mengajukan Sdr. Ir. MZA, Dialal,
M.Si dan Sdr. KUSEN ANDALAS, S.IP sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupali Jember
masa bhakti 2005 — 2010-dari PDI Perjuangan ke Komisi Pemitihan Umum Kabupaten Jember.

3. Untuk itu, DPP PD! Perjuangan menginstruksikan kepada seluruh jajaran Fartai, DPC PDI
Perjuangan Kabupaten Jember, bersama-sama dengan seluruh kader, aktivis, dan anggota PD!
Perjuangan di Kabupaten Jember untuk mengamankan, menjalankan dan rnemperjuangkan
terpilihnya Sdr. Drs_ir. MZA, Djalal, M.Si menjadi Bupati Jember dan Sdr. KUSEN ANDALAS, .

wlP menjadi Wakil Bupati Jember masa bhakti 2005 - 2010. : -

{¢fmaa mereka yang tidak mengindahkan instruksi dan melakuken aktivitas keluar dari kebijakan

R %yﬁl diberikan sanksi organisasi.

"’netapan rekomendasi dan instruksi ini disampaikan, untuk dilaksanakan dan ditaati oeh
r Partai dengan penuh tanggung jawab. :

. DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRAS! INDONESIA PERJUANGAN
Masa Bhakti 2000.-,2005

iKetua, i Sekretaris Jenderal,
/’H s N
-~ '
WAN WIROSAROJO IR. SUTJPTO
mbusan Yih.:

1. OPD PDI Perjuangai Provinsi Jawa Timur
2. Yang hersangkutan
3. Ausip

Sekretariat ; JI. Lent2ng Agung No. 99 Jjakarta Selatan 12610 ; Telp. : (021) 7806028, 7806032 (Hunting) Fax. : (021) 7814472
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PARTAL KEBANGKITAN BANGSA
Wenbela 7;(47 " Teran

Mo, $T87A/0PE02AMANIIR005
Tentang

PENETAPAN IR, K, 4ZA, DJALAL, M.Sl. SEBAGAI CALON KEPALA DAERAN

KABUPATEN JEMBER PERIODE TAHUN 2005-20108

Dawan Popgurus Pusat Parlal Kebangkiten Bang i, neltelabh:

tMemmbany T a.

b

Mengingal ¢ a,
o,

Memperhatilan s a.

C Menalnpkan o a.

e

/.:‘CV!.'HI SyL:rl'n, ' ‘\:{' "I'.‘D"(J'M.'Jn T.'n\l‘.'fi..(!::,. /
A B VAR R, ‘///
o "/ " _-—-‘"'I ----- ! \l"“\.\ ,'.-\-.\-l, -_,‘\._.\\_ o . ' ) i I' \ “.I" ; / / *

KL Abdurealinan Walid L2 Arili

Behwa Purtai Kebangkitan dangse yang berlujuon mewujudkan lalanzn polilik yang
demokralis, lerbuka, bersih dap berakhlaqu! karimait, seda masyargkal yang adil dan
makmur cecara lahr dan balin, rhelrial dan spirilual; o

Balwa Femilihan lepalas Daerah segara langsung ol tingkat Froginst dan Kabupaler, /
Kola yang skan diaksaimbkan secdrz serealek dan dimulal pada tghun 2008
marupakan sarana univk ‘menempatkan Kader-hadzr lerbaik Paral Kebangkitar
Bangsa dilembagadambana polilik guna mengabdikan diri pada kepenlingan rakysl.

- Bahwa palukennsan Pemllihan Galon Kepala Daeren ocara langsung o Kabupaien

Jambur ielah ditakukar proses selekst oteh Mgjelis Penrelopan Dowan Pengurus
Cabang FParin] Kepangkitan Bangsa Kabupalen Jembar; i : :

- Bahwia Lniuk memoenkan keabsanan hukum, inake peru diterbitkan Surat Reépulysan -

fenfang Peaclapan Calan Kevala Qaerah Kubupalen Jamber, Perdoda 1005-2010.
Mabda' Siyasly Feral Kebangkilan Bangsa: '
Pasal 2, Fasal 4, Pasal 7 dan Pasal 8 Apnggaran Casar PIKH;

- Pasal 12, Pasal 13; dan Pasgd 14 Apggaran Ryriah Tangga PRE; : '
. Sural Keputusan No. Q1008/0PP-02/IHA, 2005 lanlang’ Pelunjuk #elubsanaan

Rekruitnian den Fenelapan Calon Kopsla Caoroh Parioi Kelrangkltan Borgsa, -
torlanggal 3 Januarn 20085 - 5 '
Kapulysan Rapat Mefelis Penelapan QPFPKE Wenggal 3 Februar 2005, & Jakona,

- Surat DRPC Rortul Kebongldtan Bangsa Kabupaien Jembes Nemor : 20/0PC-0A 1LY

2005, Perihal Permohonin Rékomendasi, terlunggal 19 Februari 2005

cSural LDPWARKS  Srovins] fdawn Tiour Moo 1306/0PW 0218, 112005, Perihal

Rekomendast Caion Kepala Baerah Kabupaien Jerabar, tenanggal 18 Februgr 7005,
S N f%l*iMUTU-‘iE!LL{ 1 meeremE e tnaima ety b ar ey rhan s

Mengesahikan Ir, FLUMZA, DJALAL, m.SI. selagel Caion Kepala Daerah I{qby;:aien,

Jember, Periode Tahun 2003-2010: : _
- Memberikan Wigas dan langgunglawab  kepada  Wiajzlis Fenplapan  DIFC-PKB

Kabupaten Jembear dalam proses Penelapdn Pusanganh Calon Wakd Kepals Oanizh
Kabupaien Jember dengan memperhalikan segala keleniuan yang diatur dalym
Petunjule Palaksanann PILKACA dan senantiaza herkonsuitasi dengan DRF-PKBE;

- Menginstruksizan kepada DPC PKB Xabupalen Jerber serta selurub Jajaran pengurus

Parlai Kebangkilan Rangsy dibawannya, serla Angoota Partal Kebangliton Sengsn
untuk memilin dan mengkempanyekan serla melaliukin upaye-u2ayn perngaargan
dalom proses Pernilihon Pasangan Kepals Daorah can Walkll Kepaly Duerah
Kabupsten Jémber, Pedode Tahun 20052010 secora langsung,  setefah Surat’
Keputusan int gilerbitian, ~. : :

CBwal Kepuiusan ol berlaikl w jak diletapkan, dan anubita lerdopat kekelirvan paga

Surat Kapulsan ini, maka akan diddakan pefbaikan seperunya.
Uitelaphpn di . Jakaria
o Pagdtlbagual o3 . pMaciel 2605
. /

LA Muhae i dslandar, 8, 81

suldi fr, H L By

1

Melua Lirivgm
Touiegan

1YW OPW gan DIFC Macai Kebanghilan Sangsa di Sehnuh ndanesia,

2. Perclingy al

Sewrminey ol Wl Ui Sekrelany Jo Wl

. a

CIEEWAN DENMGURUYS PUSAT PARTAT KEBANGIITANMN DANGSA

A, valibaga Tustor 1ol 12 Jakirla Setatan 12740 Tedp, (U24) 7974337 (hunling; Fax, (021 7074263
e-fvmt L dpp@lebangidanbanynnory iy fvenwbehongiitontargsn.ndy
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SURAT PENCALONAN
Nomor : 075 PPC- 02/ A - L/ W/ 2005 .

Wi SBX PO W R0

Sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-undang Nomor -32 Tahun 2005 tentang

Jremerintahun Dacrab serta ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor ¢ Tuwn 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepaln Dverah dan Wakd! Kepala Dosrab, bersama ini
dinjukan pasanpan calon Bupali dan Wakil Bupati, oleh Gabungan Partai Politik Dewan Pimpinan

Dacrah/Cabany, :

I Partai  : PARTAI KEBANGKITAN BANGSA CABANG JEMBER dan
ZaRES a
2.Partai : PARTAI DEMOIKRAST ISDONESIA I’ERJUA/ (ERSIMBER

he)
54
Nama pasanean Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan adglihs g
. _ R .
1. Calon Bupati :Ir. MZA. DJALAL, M. S 5 % a2 7es }’Lq )
v, W ! i _TQ'.T-S- ~

2. Calon Wakil Bupati : KUSEN ANDALAS, S, Ip

Surat pencalonan ini dilampari surat kcterangan.dan sural pemyataan mengenal data pasangan
calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Pemcrintan Momor 6 Tahun 2005 tentang

" Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah .

Jcmbcr,?z\pri] 2005

Partai Politik Yang Mengajulan Pasangan Calon

DPC PKB KABUPATEN JEMBER
DEWAN SYURO

Ketua

DPC PKB KABUPATEN JEMBER
DEWAN TANFIDZ

Ketua s Sekretaris .
o . o S . t‘“ — ’ 3]
gy - | }ﬁ ,} / ,24;4& e,
T o F A
HM. MADINI FAROUQ o/ Drs, H'LUTHFI BAIHAQI
:\-__ . -~ e . K .

DPT, DS PERTUANGANAGSRUPATEN JEMLER
A L Sekretayis
Ao -

ht)

A

Ketua
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pPC PKB KABUPATEN JEMBER
DEWAN TANFIDZ

o Sekretaris
Ketun . _. \
A \_n
s . . \‘
7&

(H.M. MADIINI FAROUQ)

DIL PDIP

ERJUANGAN KABUPATEN JEMBER

Ketua

Tesis
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DPC PKB KABUPATEN JEMBER
. DEWAN TANFIDZ

Ketua _ b _, \
b

Sekretaris

———

(LLM. MADINI FAROLIQ) (Drs. ]

DPL PDI PERJUANGAN KABUPATEN JEMBER
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SURAT I’ERNYAT,;-\AN PARTAI POLITIK
TIDAK AKAN MEMARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Yang bertancl tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Cabang
1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPA'I'ENIJEI\"IBER dan
2. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN I.(ABUPATEN JEMBIR

menyatakan tidak akan menarik pencilonan atas pasangan calon yang teiah diajukan terhadap nama

asanwan calon sebaeatmana dimaksud dalam Surat Pencalonan Bupalt dan Wakil Bupati.
B 2 _

Demikian sural pernyataan ini dibual dengan sebenamnya untuk dapat digunakan scbagai buiti
pemenuhan syarat pengajuan pasangan calen Bupati dan Wakil Bupaii, sebagaimana dimaksud Pasal
59 ayat (5) hurnf a Undang-undapg Nomor 32 Tahun 2005 fentang Pemerintuhan Daerab serta
ketentuan Pasal 42 ayat (2) hurut' b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 teatang Pemilihan,

Pengesahan, dun Pemberhentian Kepala Dacral dan Wakil Kepala Dacrah .

Jember, 8 April 2005

I'artai Politik Yang Mengajukan Pasangan Calon

DIC KB KABUPATEN JEMBER
DEWAN SYUROQO

Kctua Sekrelaris

)
KH. NAIMUDDIN, ZA
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DPC PKB KABUPATEN JEMBER

DEWAN TANFIDZ
Ketua _ ) Sekretaris
d/_l% :
" H.M. MADINI FARQUQ O Drs. HAUTHFI BAIHAQL

.—/

PrC PRI PERJUANGAN KABUPATEN JEMBER
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